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Redaksi

Bismillahirrahmannirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembaca yang terhormat.

En(llz.ll LEGAL!TA volume VIII nomor 2, Nopember 2010 kembali
al%: It sebagai wahana untuk menuangkan hasil karya staf
ademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah

Kotabumi berupa hasil penelitian dan analitis kritis terhadap
permasalahan hukum.

Sebagai wujud  pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi
Muha.n‘lmadlyah, yang salah satunya adalah melaksanakan kegiatan
penelitian, maka diperlukan ruang untuk mempublikasikan hasil

penelitian yang dilakukan oleh staf akademik. Untuk itu, jurnal
LEGALITA hadir untuk tujuan tersebut.

Pada kesempatan ini, Redaksi juga mengundang kembali kepada seluruh
staf akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah
Kotabumi, untuk mengirimkan hasil penelitian dan/atau hasil analitis
kritis terhadap permasalahan hukum untuk diterbitkan pada jurnal
LEGALITA edisi selanjutnya.

Jurnal LEGALITA volume VIII nomor 2, Nopember 2010 ini memuat
tujuh tulisan staf akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)
Muhammadiyah Kotabumi dan satu orang Dosen Universitas Lampung
(UNILA). Sebagai pembuka dihadirkan tulisan dari Slamet Haryadi,
S.H., M. Hum. yang membahas tentang Fungsionalisasi Peran
Pengawasan Yang Mandiri Komisi Yudisial. Penulis kedua adalah M.
Makhfudz, S.H., M.H. yang menyoroti tentang,. Pera.n Ombudsman
Republik  Indonesia  Dalam Menciptal.(an. .Pemennfahan' Yang
Goodgovernance. Selanjutnya tulisan dari Tlpl Mar‘dlas.tutl, S.H.,
M.Hum. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Di lndoneﬁu},
Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum: membahas A;allils
Pertanggungjawaban Pidana Dan ];)asar Pel-mdanaan Tcrhacéag1 ;/1 a };1
Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. Syahrullah, S.H., M.
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ak-Hak Normatif Tenaga Kerja. S(:lanjmnya
isan Perlindungan Konsumen  Dalgy,
| Marketing Dalam Era Globaligyg;
S.H., M.H. menampilkan  tuligy,
Hukum Oleh Hakim

Perlindungan Terhadap H
Tami Rusli menyajikan tul
Transaksi Melalui Multi Leve
Sedangkan Muhammad Idran,
Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan
Akhirnya, selamat membaca semoga bermanfaat

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairal
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Redaksi
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RAN PENGAWASAN YAN

sI PE
FUNGSIOI‘IJ\;\:;%[}RI KoMiISI YUDISIAL

i S.H., M.Hum.
glamet Haryadi, S.H., :
(Dosen Tetap STIHM Kotabumi)

r Hati - s -
Pengan]“ :l:h'san ini dipersiapkan untuk menj adi anggota Komisi YUd'S'aL

dalam usaha menjadi anak bangsa, rupanya Tuzfllgaz:?al,l;ll?ﬂrzzngzzlnkan,
gagal seleksi 14 besar, tapi sudah usaha.. Amiin A

PENDAHULUAN o .
Kehadiran Komisi Yudisial sebagai institusi  publik yang

melaksanakan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasz.um
kehakiman (praktek peradilan) tidak terasa telah berjalan 5 tahun sejak
diresmikan pada tgl 2 Agustus 2005 oleh Presiden.

Tuntutan reformasi terhadap Komisi Yudisial dapat menjalankan
fungsi check and balance secara optimal dalam mengawasi praktek
peradilan di Indonesia tampaknya belum sepenuhnya bisa harapkan.
Komisi Yudisial belum dapat menjawab keprihatianan nasyarakat

terhadap kondisi lembaga peradilan yang tidak banyak berubah dari
waktu-kewaktu.

Pasal 24 B Amandemen UUD Negara RI tahun 1945 telah
mengamanatkan, Komisi Yudisial sebagai le

X I'matan, keluhuran martabat
tidak mudah dan sesederhana

6
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:?Bﬂﬁiglr:ana di maksud dalam paga] 24 B UUD 1945 ataupun Pasal 13 b

Koy oz 1ahun 2004 tentang K omisi Yudisial. _
amanat unl:lusx Yudisial tidak cukup strategis untuk dapat menjawab
prestatif; Se;;ng-undang flan amanat reformasi secara cepat, baik dan
dilakukan terkep o PUn telah berjalan Jima tahun apa yang telah
tidak sesuai d Aporan atau pengaduan tentang tindakan hakim yang

lengan etika profesi dan dane- tidak dengan
mudah dapat di uangkap dan ditindak]anjutlil,n anghinang. ¥ ¢

Berdasarkan 1lapo .. .
bahwa sejak berdiri- poran tahunan Komisi Yudisial tahun 2009,

ot nya KY tahun 2005 sampai tah 09, Komisi
Yudisial telah menerima 6.934 | Bl tahun @iz CARLE
jumlah tersebut s o aporan pengaduan masyarakat, darl

ebanyak 1.760 laporan pe-

. pe-ngaduan yang sudah
memepuln persyaratan kelengkapan dan diregister. Suda¥1 dgilakukan
pemeriksaan sebanyak 558 berkas, 120 orang saksi pelapor dan 100

g;gf;i ZEMT.I 5?elum diregister karena belum lengkap persyaratannya
y » serta laporan pengaduan yang berupa tembusan
sebap)"ak 4.018. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa Komisi

YudlS.lal l.(urang aktif dan cenderung tidak mempunyai strategi dalam

menyikapi dan menangani laporan dan pengaduan serta menyaksikan

realitas yang terjadi terkait dengan perilaku hakim.
Perilaku hakim dalam kehidupan sehari-hari secara idealita
dicitrakan dengan sifat-sifat yang terdapat pada logo hakim, yaitu :

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan
Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar
kemanusiaan yang beradab;

2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat
adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam Kkedinasan,
hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-
sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan befdasarkan
keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggung jawabkan
kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersnfz_lt sa.lmg mengl}argal,
tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian;

3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan.
Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, !"J“ks‘“?’
berilmu, sabar, tegas, disiplin .dan penuh pepgabdlan gsulf:
profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dlpcrcayz:np sian
rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggui,

berwibawa;
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ol. 5
= _ jgambarkan bakim YA1g berbug 1,
arum) M0 am kedinasannya 1a selalu gy, "
tappae(r::iala- ga.bdlannya, lngu‘l maju, d:,;
rmotivas! i"}uﬂr kedinasannya, 12 selglu berhati-hatj, g,
bertenggans rasa'enangkan dalam pergaulan, . ertenggang rasa,
dan susila, mf;nd i reladan bagi masyarakat Sekltuimlza', .
b‘?msahi)m ﬁ:zluldskan sifat hakim Yange pflzri e?“;mﬁﬂ _(bersih),
5 Ime .(ad- atas Semua kepentingan, b.ebas | pengarun siapap,,
berdint ¢! ° dangkan di luar kedinasan, ia tidak by,
a pamrill, dan tabah. Sedan ik tidak bert oleh
alahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, berjiwa aji

meny :
g dan senantiasa waspada.

mumpull L "
Kelima sifat tersebut bila di ejawantahkan oleh para hakim dalgy,

praktek penegakan hukum, lembaga peradilan dapat menjadi lembag,
yang benar-benar  terhormat, karena kelima  sifat tersehy
menggambarkan etika profesi hakim yang terpui. Kenyataann}.;a justry
asa tidak mampu mengemban  sifat-gify

terjadi sebaliknya, hakim mer _ :
mulia yang memang berat seperti terdapat dalam logo, sehinggy

kecenderungannya tidak sesuai dan menyimpang. ‘

Perilaku hakim yang tidak sesuai dan tidak boleh dilakukan, pada
saat dalam persidangan diantaranya bersikap dan bertindak tidak sesuai
dengan ketentuan hukum acara, sepertl memperlakukan secara berbeda
orang yang berperkara, putusan ditetapkan secara subyektif karena sudah
ada kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain.

Pertimbangan hukum dalam putusan tidak jelas dan tidak konsisten
dengan.penalaran hukum yang sistematis, Tidak bersungguh-sungguh
mencari kebenaran dan keadilan. Hakim melakukan kolusi dengan
filiztlgzp::i }’I\E:Ing berkaitan dengan Qerkara yang a]$an dan  sedang
g, Moo st et sl dd gk v
Persidanga‘n. dilarang Undse?ri1 - p((:lrkara yaug Clumgaays dllua.r o
korps untuk kepentinga 'bg-l'm el Mempe‘r gunz'xka_n nama jabatan
pengawasan inte gan pribadi. Perilaku Hakim di atas memerlukan

mal dan eksternal yang sistematis, t dan terus

menerus, karena posisi hakim dalam keduduk ; LEISTgAnA Q3% 5
meneégakkan hukum dan keadilan udukan dan fungsinya untuk

aat ini masyarakat . .
yang n.lerendahka)rlx profestiil;‘:ysallglgstgral? pesimis dengan perilaku hakim
sampai sekarang kekecewaan pada g ormat di dunia hukum, sejak dult
terjadi.  Kilas balik sejarah E :11. unia peradilan di Indonesia ter®
peradilan dan peran hakim di masa 12l

Jurnal Legali

4. Sari (bunga yaog®
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ensi negara terhadap

sebagaimana dikatakan Busyro Mugoddas, “10t€rY bulkan ketidakadilan

peran pengadilan sebagai alat penguasa telah menim
struktural.

Praktik peradilan yang akrab dengan transaksl jual b?h P utuian
hakim (mafia peradilan= judicial corruption), merupakan Sejar.ah gelap
yang telah berlangsung lama. Putusan, untuk sebagian hakim, ditentukan
oleh fakfor money dan connection. Wajah kusut peﬂgadilan yang
diakibatkan oleh transaksi antara penjual putusan (hakim), pembeli (para
pihak/terdakwa/kuasa hukumnya), broker (panitera dan cukong pembeli
kasus dengan sistim ijon), menjadi penyumbang terbesar terjadinya
pembusukan internal badan pengadilan. Lemahnya kepemimpi“an’
keteladanan, pengaruh keluarga, budaya patron klien dan manajemen
pengadilan menambah berat dosis pembusukan tadi”[2]. Perilaku hakim
dalam praktek peradilan sebagaimana diuraikan Busryo Mugoddas

kenyataannya sulit di ungkap meskipun banyak laporan dan pengaduan
yang diterima Komisi Yudisial.

5 (LIMA) MASALAH KRUSIAL

Memahami betapa pentingnya keberadaan komisi Yudisial
sebagai lembaga check and balance bagi kekuasaan kehakiman yang
merdeka dan tidak memihak untuk menjalankan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan, memang membutuhkan perjuangan
dan usaha keras mengingat sejarah dunia peradilan yang selama ini
cenderung terus dikangkangi oleh hakim-hakim yang merendahkan etika
profesi hukum. Pengadilan yang diharapkan sebagai benteng terakhir
keadilan, tidak lagi dapat dipercaya, tertutup dan tidak tersentuh oleh
kontrol public sehingga hukum dan keadilan bukan lagi sebuah nilai
kebajikan yang berfungsi untuk meluruskan kebenaran yang dibutuhkan
pencari keadilan.

Masalah krusial Komisi Yudisial adalah masalah pengawasan atas
bekerjanya hakim-hakim di pengadilan dalam menegakkan supremasi
hukum. Oleh karena itu uraian yang berhubungan dengan perilaku hakim
dalam kedudukannya dengan tugas dan fungsinya dalam memeriksa dan
mengadili suatu perkara merupakan masalah pokok hgkim dan
masyarakat, tetapi sekaligus masalah krusial Komisi Yudisial karena
terkait wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 b UU Nomor 22
Tahun 2004 yakni menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
menjaga perilaku hakim.

V)
ISQN - 1412-2480

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Yo 2010

Nopt! "

rofesi hukum selain berd,

alita, /0" , : S,
Jurnal Leg 1'z.lzltlk‘lfl.alr)a normatif Undang-Undan,a{kdn
c",o(/ Juga

oo dalam T g8 8 Tahun 1981 tentg,,, !
Hakim S5 L api Y27 qang No. ng g
: i, tetaP g U%?;]a]gna (K UHAP) menyebutk, hKu."h
cara ri wewenang oleh Ungs Iy

a 3
Huku @ a yang dibe . . h
Undang Uil Il\(I::tga “mzngadili” sebagal rangkaian ti"dakg~

. t er o
adalah pejabd nfcngﬂd‘“' dan memutus perkara berdasarkarl

dang unt erima, memeri!csa, idang suatu perkar 4
}l::ki - unfu!‘ i urendan idak memihak dalam sidang p a denga

{ itu sederhana, I
sas b L3 (i) asa peradilan yait sedethans, cepy
menjunjunl
jaya ringa’ 9 tentang Keky
biaya ringa? UU RI Nomor 48 tahun 200 . i

'Dalarg_ ebutkan dalam beberapa pasal terk.alt dengan tugas hakip,
o ok «Kekuasaan kehakiman adalah kekysg

i isebutkan '
antara lain aiasaln}ei;ziau untuk  menyelenggarakan pefadl.lan g
;?:;Zakl}clang hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dem;

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indon}elzllili.;l’1 Lalu g‘teg_aSkan
dalam Pasal 2 “Penyelenggaraan kekuasaan ke an sebagaiman,
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Ma}hkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahny.a dalam lmgkung.an pel'a.d.llan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamaj
Konstitusi. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demikian juga
dalam Pasal 4 (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN -
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. ayat (2)
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ayat (3)
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana
disebut dala_m Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
b it s Pngln mengl et ko
keadilan dan berusah an orang. (2) Pengadilan membantu pencarl
OcTusaha mengatasj segala hambatan dan rintangan untuk
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, ¢ Juitang
» Cepat, dan biaya ringan.

Pasal 28 ayat (1 : i . Mgl
memahami  nilaj-nija h(u) Hakdm wajip menggali, mengikuti, dan

dan rasa kead: -
masyarakat, ] €adilan yang hidup dalam
hakj)tln wa;'iib ?n}:rtléghlzgll?aﬁ S:jamf-?r?mbangkan bera}ll' rir%gannyg pidana,
Hat yang baik dap ; i terdakwa.
Jahat dari ter
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tersebut di atas

N Kode etik dan peraturan perundang'u{)dm(;g?;m bentuk hak dan
sedikitnya telah mengatur tentang perilaku hakim ¢4 aksanaannyad
kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena it P® emahami
sangat tergantung kepribadian dan integritas Hakim. dala.m - waan
dan melaksanakan kode etik, dan Undang-Undang- i kek.ecaakim
masyarakat terhadap hakim menyangkut pelaksanaan profest f ’
diantaranya terkait masalah indepedensi, masalah mutu hakim dan v

putusan. .
Idealnya hakim di Indonesia juga bertindak sebagai P'mafslr

utama norma hukum yang masih bersifat abstrak generalis ke dalam
peristiwa in concreto. Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan
kemanusiaan. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum
kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai

alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.
Dalam etika profesi hakim ada beberapa unsur disiplin yang

diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar code of conduct sebagai

berikut :
1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian

profesional.

2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.

3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur
yaitu :
a. Taat pada ketentuan atau aturan hukum.

b. Konsisten.
c. Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola

perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan

putusan.

d. Loyalitas.
Lebih jauh dalam kode etik hakim atau biasa juga disebut dengan

Kode Kehormatan Hakim disebutkan, bahwa hakim mempunyai 5 (lima)
sifat, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud
dengan dalam kedinasan meliputi sifat hakim dalam persidangan,
terhadap sesama rekan, bawahan, atasan, sikap pimpinan terhadap

sesama rekan hakim, dan sikap terhadap instansi lain.
Di luar kedinasan mencakup sikap hakim sebagai pribadi, dalam

rumah tangga, dan dalam masyarakat tertutup dari control maka
perhatian terhadap kelemahan dan kekurangan Komisi Yudisial dalam
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1l No- 4 K '
Jurnal Legalita, Vs chcnangnya perlu emukakdn g

leng gas 4"
menyelcl rusia
objektif. asalah i berikut : - .

) Beberapa M sebagal Komisi Yudisial yang dj atyr 4

(:Qara

garakan | dalam pelaksanaan tugag Koy
I§)

.
(e

. 1 ongara 10i0 2900 enangan i i
Yudisial aafs‘;)‘g]: hziﬂau;ol;;:)":nzzg Tahun 2004 ]tell';(a}it pelaksanm
L Dar;l 31 v aimana dimaksud dalam ?asa Uk, Komis‘

Pas sebag alon Hakim tingkat pertamg p. "

yudisial 140 udisial karena komple PeMmasalap,

W | dilan Negey;
wewenait, berada ditingkat Penga gen
Hakim _stzbaillilma‘szzzrn perlu dimulai dari dltmg!cat perencanaan’
kafeﬂad o Rp krﬁitmen Calon Hakim tingkat pengadllaﬂ Pértamg,
g dan Pengaduan, substansl pengaduap terky

2. Dari Aspek Laporan terdapat indikasi transaksi jug] p,,

utusan hakim karena : :
giltll%;:lnp tetapi karena putusan hakim m_efupakfclln mdependensi
hakim ;ehingga kesulitian dilakukan pemeriksaan dan Pembukiy,

Kecuali terbukti perbuatannya, atau putusannya (tierdapat.kelalaian
yang disengaja tidak professional dalam analisis dan pertimbangy,
hukum putusan. . .

3. Dari aspek Sumber Daya Manusia, pengawasan, proses perrsidangy,
yang dilaporkan ada indikasi peradilan memihak, tidak dapat g;
kontrol oleh Komisi Yudisial, karena keterbatasan sumberday
Biaya, jaringan sehingga Tugas Komosi Yudisial hanya menungg,
Laporan dan Pengaduan Masyarakat.

4. Dari Aspek rencana strategis , komisi yudisial tidak tampak arah
gerakan di dalam upaya dan langkah-langkah mengawal penegakan
hukum dalam praktek peradilan.

5. Dari Aspek institusional Komisj Yudisial kurang menampakkan

karakter organisasi modern yang mengawal penegakan hukum di
pengadilan.
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PENGAWASAN, KONSEP, TUJUAN DAN PROSES (ipun Undang-

Telah di uraikan dalam bagian sebelumby®, mesKIP :
Undang memberikan wewenang Komisi yudisial men
Agung dan menjaga dan menegakkan keluruhan dan mal.'t' disial
perilaku hakim. Pada hakekatnya tugas dan wewenang Komis! T
adalah Pengawasan. Bagaimana dapat menjaga dan men.egak'kan
keluruharan martabat dan perilaku hakim bila Komisi Yudisial “‘?ak
mampu melakukan Pengawasan. Oleh karena itu dalam bagian ini uraiall
tentang Pengawasan dan dalam hubungannya dengan institusi Komisl
Yudisial merupakan pembahasan utama.

Pembahasan tentang seperti apa pengawsan yang lebih kredibel
dan professional sehingga terwujud penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan independen, terlebih dahulu uraian di
awali dengan mengemukakan konsep pengawasan yang menjadi inti
tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Pengawasan dalam konsep manajemen merupakan fungsi
manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan
pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme
pengawasan di dalam suatu organisasi sangat mutlak diperlukan. Secara
Internal oleh organisasi yang bersangkutan di bawah Pimpinan yang
bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tugas dalam hal ini
oleh Badan Pengawas Peradilan, dan secara eksternal oleh Komisi
Yudisial yang memang di amanahkan untuk itu.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan
yang dilaksanakan oleh hakim-hakim disemua tingkatan seperti selama
ini, tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan
berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan
tidak tercapainya sasaran dan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.
Oleh karena itu pengawasan sebagai sebuah konsep maupun aktivitas
harus menjadi kebutuhan bersama pada lembaga yang berwenang baik
pengawasan internal dan pengawasan cksternal secara bersama-sama
saling kordinasi untuk mewujudkannya dengan penuh kesadaran dan
tanggung jawab agar tercapai tujuan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Mockler,[3] memberikan arti pengawasan sebagai : Controlling is
a systematic effort by business management to compare performance to

predetermined standard, plans, or objectives to determine whether
performance is in line with theses standards and presumably o take any
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resources ar¢ DB o pjec leh Mockler di atas bertolak pady

in achieving CP”asan O dard atau tujuan sebagai o[ '

WERE NE° " encana, standa

. u

Konsep P© a ref kerja unty y
itu (1) harus 8 _anz)l adanya proses pe]aksanaan di Uk k mencapai
yaity (). o, € (3) adanya usaha membandingkan mengen,;

ang ingin dic?P% o o Tl i
t):lj"ﬂ" yang d-"gb;i dengan standard, rencana,b a ]?an Jan gang le]
yang telah dic P(4) melakukan tindakan perbaikan yang dipeyj,

: dan i Mockler ini terlihat j,
ditetapkat . ep pengawasan darl ahy,
Dengan demikian konsep peng Titeria)

: dengan tolak ukur berupa k

oda kegiatan yang perlu dcllrencal?:gﬁ:;i o gdibandingkan, S
porma-norma  dan standar, baikan-perbaikan.
membutuhkan koreksi ataupun per awaidn: di &

Bertitik tolak dari pengertian tentang peng 1 atas, maj,
pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan manajemen y,,
sistematis untuk membandingkan (memastll.(an .dan menjamin) bahy,,
tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan" telal
terlaksana dengan baik sesuai dengan standard, ‘rencana, kebijakan
instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah .dltetapkan fian yang
berlaku, serta untuk mengambil tindakan per-balkan yang dlper].ukan’
guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dag
efisien dalam mencapai tujuan perusahaan, Situmorang dan Juhir{4)
mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang
didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna
(dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang
konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol
sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab,

Agar terselenggaranya  tertib administras;

remedial act
s are

di  lingkungan aparat

lam melaksanakan tugas, fungsi atau

dalam diri masing?masing aparat, rasa
bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam ungy berbuat hal-hal

an ajaran agamgq,
mengemukakan bahwa

kebijaksanaan dan perintah, S¢Sual  dengan  rencana,
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_ Menertibkan koordinasi kegiatan/kegiata?
- Mencegah pemborosan dan penyelewengal tau
- Menjamin terwujudnya kepuasan maS)’iifakalt atas barans )

jasa

yang dihasilkan _—
- Membina kepercayaan ~masyarakat terhadap kepemimpinan

organisasi
tkan ada 122 fase

Begitu pula flengan Maman Ukas[6] yang menyebu
pengawasan, yaitu (1) pengawasan awal, (2) pengawasan
dan (3) pengawasan akhir. Lebih lanjut Maman Uk

bahwa:

tengah berjalan,
as memperjelas

Maksud dari pada pengawasan awal yang mendahului tindakan
adalah tiada lain untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin
ke.sal?han-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Dengan kata
lain tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu aktivitas. Pengawasan
awal dalam kaitannya dengan tugas Komisi Yudisial adalah terkait
dengan pengawasan Rekruitmen Calon Hakim tingkat pertama. Harus
diakui bila proses-proses rekruitmen sebagaimana terjadi umumnya
dalam organisasi birokrasi tidak lagi fair dan transparan, banyak ketidak

adilan terjadi, lulus tidaknya calon Hakim tidak lagi karena kecerdasan,

integritas dan kemampuan intelektual atau emosionalnya melainkan

kemampuan koneksi dan finanisal.
Pengawasan awal ini penting dalam system Pengawasan untuk itu

rekruitmen Calon Hakim yang fair dan transparan wewenang rekruitmen
calon hakim diberikan kepada Komisi Yudisial agar Input Hakim
menjadi lebih baik. Dengan baiknya input hakim, proses dan hasil dari
praktik peradilan oleh hakim akan lebih baik sehingga usaha
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independent dari

sisi perencanaan akan lebih cepat tercapai.
Pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan

yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan
hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk
| menghindari penyimpangan-penyhnpangan. Bukan hanya manajer yang

bertindak, tetapi bawahan pun dapat melakukannya untuk dapat
memberikan masukan  pada organisasi bagi tindakan-tindakan
perencanaan yang akan berulang di masa yang akan datang. Sebenarnya
pengawasan akhir tidak berdiri sendiri tetapi merupakan hasil kombinasl

pada pengawasan awal dan tengah.
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Jurnal Legalita,

Ny

impan
penyimET: biasanya berbentuk pros

ventif ini .
g;fam pelaksanaan kegiatan. Pengawd

Mencegah terjadinya tindakan-

ang telah ditentukan.

B Mimberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiaty,
. .f. . .

secara efisien dan efekti o yaig akad disana

kan saran dan tuju . '
Menentukan sa dan tanggung jawab sebagai instag

Menentukan kewenangan
o arus dilaksanakan.

sehubungan dengan tugas yang h : '
Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu - tindakgy
dilakukan dengan membandingkan apa yang telah t.ex]a.dl dengan ap,
pengawasan represif dimaksud untu

yang seharusnya terjadi. Dengan ’ :
mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan ity

telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah  ditetapkan.
Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:

Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan
cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungan jawab
disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan d
tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengawasan yang
-dilakukan harus dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya
tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun
yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi.
Penbeq:(uan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan
p;r1 ziu an-perbaikan pada tm'dal.(an. yang telah dilakukan atau ag¥
gela¥nr?t?la:§::1dg§:tgdit;l:?ul(t:qa'dl . 'berdampak yang lech e

: litentukan tindakan-tindakan masa depan yang hars
dilakukan oleh organisasi. pany
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an-
| Maman Ukas[8] menyebutkan tiga unsuf I;zk;l;itz;t.au tahap
lahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasalh ' -

Ukuran-ukuran yzng menyl;jikm l;)entuk‘?bentuk yang dlmmtz:
Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupzh
khusu_s, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adal
seperti yang diharapkan. )

Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi.
Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat
sesuatu akan hal ini.

Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan
dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau
dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-
hasil yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil satu kesimpulan
bahwa proses pengawasan merupakan hal penting yang harus dijalankan
oleh Komisi Yudisial, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat
menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.
Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh The Liang Gie[9]
(1972:90) bahwa: Controlling/pengontrolan adalah aktivitas dalam
manajemen  berupa pekerjaan memeriksa, mencocokkan dan
mengusahakan agar pekerjaan?pekerjaan terlaksana sesuai dengan

_rencana serta hasil yang dikehendaki. Pengontrolan ini merupakan salah
satu fungsi manajer, di samping fungsi-fungsi lainnya: perencanaan,
pembuatan  keputusan, pembimbingan, pengkoordinasian dan
penyempurnaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial akan
memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga
pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik,
dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah
proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian peranan pengawasan
sangat menentukan baik buruknya penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman.

Berdasarkan Uraian di atas untuk menjadikan Komisi Yudisial
mampu menjalan kan fungsi pengawasan terlebih dahulu melakukan
pendekatan dengan analisis SWOT untuk evaluasi diri pada komponen
sebagai berikut :

KREDIBILITAS DAN KEMANDIRIAN
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MENGAWAL PELAKSANAAN : AN".
Visi di atas menandaskan tentang usaha yang harus dicapai ole}

Komisi Yudisial baik dalam jangka pendek, menengah dan jangky
panjang sekaligus menunjukkan rasa kekuatan, scfnangal dflf} komitmen
bersama tujuannya agar martabat dan perilaku hakim terjaga
kehormatannya, ~pelaksanaan peradilan independen,  fairly dan
adil.inventing melalui Rccngincring,Jakarta,PPM
Perencanaan yang sistemik, dalam tahap ini bahwa aktivitas
Komisi Yudisial disiapkan untuk memberikan perbaikan pada semua
proses yang mendukung penyelenggaraan organisasi secara lebih cepat
dan mudah dikonsolidpsikan secara  cepat dengan kinerja yang terukur
:::}::Zﬁj (]]:::p:il;ll 11:‘1:11;:_):1'1}“1111 hl'dSll yzu‘lg optimnal dari semua implml.\cnlusi
fiofna KapLatam: ang telah tersusun dan berpedoman rencana jangka
pendek, léang,.kz’l menengah dan jangka panjang
omis isial memerluks o
fels serta ]:;Sl‘(lzgg:lﬁl;:lnl;lLlil(‘;;:li:ll\:lllldpc.lldL‘:lCgQSlill‘l dan mandat yang
bahiwa sumberdaya yang dipcrluk-y darl organisasi untuk memastikan
an dipergunakan nuntuk merencanakan

mengelola, mengimple i
: mentasikan de ivi
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. ¥ d n
dicapai di dasarkan pada rencana pengelomn da
diseetiap langkah proses tersebut. . ilaksana
Tahap yang penting adalah Komisi Yud.‘sla! d tat
praktek baik kepemimpinan yang efektif. Pemimp!™ itu, kreatifitas,
harus memiliki sejumloah ketrampilan dan kemampuan Jkan tugas dan
visi yang berpengaruh, pengetahuan yang mendalam an

: { catatan
fungsi pengawasan dan kredibilitas yang diperoleh dar1 ca
pengalaman keberhasilan dalam memimpin organisasi. s

Ketrampilan yang luar biasa dalam kaitannya dengan orang

termasuk  kemampuan memilih orang-orang yang tepat untu

mengimplimentasikan kegiatan dan motivasi yang kuat mendoroyg
orang. Karakter yang tanpa cela dan pertimbangan yang sangat baik.
Pemimpin Komisi Yudisial bila tidak memiliki sejumlah ketrampilan dan
kemampuan tersebut di atas maka upaya menjadikan Lembaga Pengawas
yang kredibel dan mandiri akan mengalami resistensi terhadap
perubahan, lamban, alakadar dan pasif sehingga tidak mampu menjawab
tuntutan reformasi dan harapan masyarakat tentang penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka.
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ONESIA
PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK IANI];AN YANG

DALAM MENCIPTAKAN PEMERINT
GOODGOVERNANCE

M. Makhfudz, S.H., M.H.
(Dosen Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta)

Abstract

This article will see the existense of executive ambudsman from legal
theory review by using two big theory base that is positivism and
sociological jurisprudence. Expected from executive ambudsman can

give a view do base in creation of law in Indonesia which based on to the
magistrature of influence.

Keyword; magistrature of influence,check and balance system

L. PENDAHULUAN

Gerakan reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan

bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitu
kehidupan bernegara yang didasarkan pada pemerintahan yang
demokratis dan berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan tugas kewajiban negara
yang dibebankan kepada penyelenggara pemerintahan antaralain
memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana tugas tersebut secara
umum tidak hanya menjadi ruang lingkup tugas dan kewajiban aparatur
pemerintah tetapi meliputi pula aparatur lembaga peradilan dan lembaga-
lembaga negara lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan
dengan pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat tuntutan rakyat yang semakin kencang pada
pemarintahan untuk menciptakan keadilan yang diiringi dengan
menurunnya kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum, pemerintah
segera merespon perkembangan di negara-negara modern yang
memandang sistem “civil law sistem” yang sepintas dipandang dapat
merespon ternyata dirasa masih kurang. Maka pemerintah segera
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A. Latar Bclﬂk’;:f] reformasi, kehidupan masyarakat dan ekony,,

Era szb:u ng diwarnai praktek-praktek korupsi, Kolusj dan
nasional C?IH(IEN), sehingga mutlak diperlukan pemerintahan yang ,;,
l}? (goodgovernance) melalui upaya penegakkan asas-agyg
pemerintahan yang baik pada khususnya qa‘tlalfenegakag !;(“EUHI pada
ymumnya. Dalam rangka menegakan pemerintahan yang baik dan upay,
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan peran lembag,
pengawasan yang secara efektif mampu mengontrol penyelenggaraan
tugas apa_rat penyelenggara negara. Oleh karena 1tu'P residen saat ity KH
Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 44 Tahyy
2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang antaralain ‘memilikj
tugas; melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informas;
mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam
melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum,
Komisi ini pada mulanya hanya bersifat sementara yaitu hanya untuk
memulihkan kondisi saat reformasi, namun ternyata dalam
perkembangannya perananya sangat mendukung bagi perbaikan
pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka pemerintah
memandang perlu memperkuat posisi atau kedudukannya dengan
mengubah kedudukannya sebagai lembaga negara (kedudukan sejajar
Presiden) yang independent dan memiliki kekuasaan yang memaksa.
Maka pemerintah segara membentuk Undang-undang bersama Dewan
Perwakilan Rakyat yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia.

Adapun masalah kedudukannya ada pada Bab I Ketentuan umum
Ip{?alllbllﬂ?“?na;g’m‘_daﬂg Nomor 37 Tahun 2008, berbunyi; Ombudsman
lenl:ba I onesia yang  selanjutnya .disebut Ombudsman adalal}
penyein aregara yang mempunyai  kewenangan  mengawas!

ggaraan  pelayanan public yang diselenggarakan oleh
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